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PERKEMBANGAN HUKUM PENGATURAN ANJAK PIUTANG 
SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN 
 
ABSTRAK 
Anjak piutang merupakan gabungan dari kata “anjak” yang berati pindah atau 
alih, dan “piutang” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata 
tersebut, maka sederhananyaanjak piutang berarti pengalihan piutang dari 
pemiliknya kepada pihak lain. Sedengkan  pengertian anjak piutang berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan dalam 
bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut 
pengurusan atas piutang tersebut. Lembaga pembiayaan yang melakukan anjak 
piutang merupakan salah satu alternatif bagi pelaku usaha dalam mengatasi 
permasalahan pendanaan. Perusahaan-perusahaan juga dapat memanfaatkan 
lembaga ini untuk mengatasi kebutuhan yang mendadak. Namun, perkembangan 
anjak piutang di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan 
kurangnya pengaturan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan anjak 
piutang dan terdapat hambatan-hambatan yang membebani kinerja lembaga 
pembiayaan dalam melakukan kegiatan anjak piutang. Untuk mengatasi 
hambatan-hambatan perkembangan tersebut maka diperlukan solusi yang efektif. 
Solusi yang dapat dilakukan antara lain melakukan pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai kegiatan anjak piutang dan 
tidak membebani kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatan anjak piutang. 
 
Kata kunci: Perkembangan, Anjak Piutang, dan Lembaga Pembiayaan. 
 
ABSTRACT 
Factoring is a combination of the word "thrust" which means moving or 
transferring, and "accounts receivable" which means a bill of money. Based on the 
meaning of the word, then simple factoring means the transfer of receivables from 
the owner to another party. While the definition of factoring under Presidential 
Regulation No. 9 of 2009 is a financing activity in the form of short-term 
receivables from a company following the management of the receivables. A 
financing institution that performs factoring is one of the alternatives for business 
actors in overcoming funding problems. Companies can also take advantage of 
this agency to address sudden needs. However, the development of factoring in 
Indonesia is not going well. this is due to the lack of arrangements that 
specifically regulate the factoring activities and there are obstacles that burden the 
performance of financial institutions in performing factoring activities. To 
overcome these developmental obstacles hence required an effective solution. 
Solutions that can be undertaken include the establishment of legislation that 
regulates specific factoring activities and does not burden the company's 
performance in performing factoring activities.  
 





1. PENDAHULUAN  
Perkembangan suatu negara salah satunya dilihat dari 
perekonomian negara tersebut. Di Indonesia sendiri telah memasuki 
perekonomian yang cukup meningkat dan mengalami kemajuan, hal ini 
ditandai dengan peran masyarakat di bidang ekonomi yang menunjang  
peningkatan perekonomian bangsa terutama para pengusaha baik 
pengusaha besar, kecil, maupun yang menengah. Akan tetapi dalam sektor 
usaha tidak akan terlepas dari suatu masalah untuk menjalankan suatu 
kegiatan usaha tersebut, seperti permasalahan dimodal usaha, pemasaran, 
manajemen, kredit, serta pencapaian keuntungan yang tidak sesuai dengan 
target. 
Setiap perusahaan juga mempunyai beberapa kegiatan usaha 
seperti kegiatan operasional yang biasanya dilakukan kegiatan penjualan 
barang atau jasa baik yang dilakukan secara transaksi tunai maupun secara 
kredit. Apabila transaksi dilakukan secara kredit maka suatu perusahaan 
mempunyai piutang atau tagihan yang harus dikelola dengan baik agar 
tidak meinmbulkan permasalahan sendiri bagi perusahaan. Oleh karena itu 
diperlukan lembaga yang dapat sebagai alternatif dalam mengatasi 
masalah tersebut.  
Lembaga keuangan yang berbentuk bank dalam hal kegiatan 
penyaluran dana bertujuan untuk modal kerja, investasi, konsumsi, 
sedangkan lembaga keuangan bukan bank dalam hal kegiatan penyaluran 
dana hanya bertujuan untuk investasi, namun bukan berarti lembaga 
keuangan yang berbentuk bukan bank tidak bisa menyalurkan dana untuk 
tujuan modal kerja dan konsumsi.
1
 Lembaga keuangan bank terdiri dari 
bank umum dan bank perkreditan rakyat baik konvensional maupun 
syariah, sedangkan lembaga keuangan bukan bank dapat berupa lembaga 
pembiayaan (sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan 
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konsumen, kartu kredit, dan perdagangan surat berharga), usaha 
perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal dan lain-lain. 
Anjak piutang salah satu dari bentuk usaha kegiatan lembaga 
pembiayaan Indonesia, menurut Dahlan Siamat, definisi anjak piutang 
adalah sebagai transaksi pembelian dan/atau penagihan serta pengurusan 
piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan 
factoring, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada 
pembeli karena adanya pembayaran klien oleh perusahaan factoring.
2
 
Sedangkan perusahaan anjak piutang (factoring company) menurut Pasal 1 
angka 8 Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Pasal 1 huruf I Kepmenkeu No. 
1251 Tahun 1988 adalah: 
“ Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan 
usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan 
serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu 
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”.  
Melalui jasa anjak piutang juga, dunia usaha dimungkinkan untuk 
memperoleh sumber pembiayaan baru dalam bentuk instant cash (sampai 
dengan 80% dari nilai invoice) dikaitkan dengan jumlah penjualan kredit 
yang dilakukannya dan perusahaan anjak piutang juga diharapkan dapat 
membantu mengatasi kesulitan dalam credit management.
3
 Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan anjak piutang dapat 
mengatasi berbagai dampak negatif dari sistem penjualan kredit yang 
merupakan kegiatan suatu perusahaan. Hal yang tidak kalah penting 
tentang manfaat pembiayaan anjak piutang bagi industri kecil dan 
menengah yang mempunyai produk untuk dieksport, adalah fasilitas anjak 
piutang yang diterima dapat dijadikan pengganti Letter of Credit, hal ini 
dimungkinkan terdapat kegiatan Internasional Facturing dalam perusahaan 
anjak piutang.
4
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Namun, perkembangan anjak piutang tidak seapik yang 
diharapkan, perkembangan pengaturannyapun tidak sepesat pengaturan 
tentang lembaga keuangan lainnya. Sehingga eksistensi keberadaan dari 
lembaga pembiayaan anjak piutang itu sendiri sangat menurun yang 
akhirnya berdampak perusahaan anjak piutang tidak dapat berkembang 
dengan baik seperti lembaga-lembaga pembiayaan yang lain atau lembaga 
keuangan bank, padahal perusahaan anjak piutang bisa dijadikan alternatif 
bagi perusahaan yang membutuhkan dana yang mendesak. Berdasarkan 
uraian di atas, maka penulis dalam hal ini terdorong untuk meneliti lebih 
lanjut mengenai “PERKEMBANGAN HUKUM PENGATURAN ANJAK 
PIUTANG SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA 
(Studi Kasus Perusahaan MultiFinance Wilayah Surakarta).   
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: 
Bagaimana perkembangan hukum pengaturan anjak piutang sebagai lembaga 
pembiayaan di Indonesia, dan Faktor apa saja yang dapat menghambat 
perkembangan anjak piutang apabila dilihat dari peraturan yang dikeluarkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
2. METODE PENELITIAN 
Inti dari metodelogi dalam setiap penelitian hukum adalah 
menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus 
dilakukan.
5
 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yaitu 
pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti 
data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 
penelitian data primer di lapangan.
6
 
Metode jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
deskriptif, karena penulis bermaksud menggambarkan secara jelas tentang 
berbagai hal yang terkait dengan objek.  
Untuk memperoleh data, penulis melakukan melalui studi kepustakaan 
dan wawancara, sedangkan metode analisis data yang digunakan metode 
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analisis data kualitatif yang diperoleh dari peraturan –perundang-undangan, 
bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan objek kemudian akan 
dihubungkan dengan data yang diperoleh dari salah satu perusahaan 
multifinance di wilayah Surakarta.  
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Perkembangan Hukum Pengaturan Anjak Piutang Sebagai Lembaga 
Pembiayaan 
Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari 
pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga 
peranan lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan 
masyarakat. Lembaga-lembaga yang yang termasuk lembaga keuangan 
memiliki perbedaan fungsi, tujuan, dan kelembagaannya. Lembaga 
keuangan dapat diklasifikasikan dua jenis lembaga yaitu Lembaga 
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).  
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) melakukan kegiatannya 
dengan dana yang bersifat jangka panjang, dan berasal dari surat berharga 
yang dikeluarkannya, dan tidak diperkenankan menerima simpanan baik 
yang berbentuk giro, deposito, maupun tabungan.
7
 Pengaturan Lembaga 
Keuangan Bukan Bank (LKBB) pada zaman orde baru dimulai sejak 
tahun 1970-an yang didasari oleh pertimbangan perlunya lembaga selain 
lembaga perbankan yang dapat memberikan sarana untuk kelancaran 
pembangunan. Dengan pertimbangan tersebut maka dikeluarkanlah 
peraturan mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berbentuk 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 729/MK.IV/12/1970 tanggal 7 
Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan. 
Namun, pengaturan mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB) sangat tertinggal jauh dengan perkembangan perekonomian yang 
begitu pesat. Dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan 
dirasakan kurang memadai, oleh karena itu pemerintah pada tahun 1988 
mengeluarkannya Paket Kebijaksanaan Oktober yakni peraturan 
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mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank Keputusan Presiden Nomor 
39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Akan tetapi Keputusan 
Presiden 39 Tahun 1988 dicabut kembali dan dikeluarkan Keputusan 
Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 
Keputusan presiden tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan 
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana diubah dengan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995.  
Pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga pembiayaan 
untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai salah satu 
alternatif pilihan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka 
menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Lembaga pembiayaan 
juga diharapkan sebagai lembaga dana yang lebih fleksibel dari lembaga 
perbankan walaupun dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya lebih tinggi. 
Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan 
masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor krusial 
yang umum dialami.  
Pada tahun 2009 peraturan mengenai lembaga pembiayaan yang 
sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 
disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang 
Lembaga Pembiayaan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 
peran lembaga pembiayaan. Perubahan dapat dilihat dari pengertian, 
jenis, kegiatan usaha, pendirian lembaga pembiayaan, dan 
pembatasan serta pengawasan lembaga pembiayaan.
8
 Dalam 
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 jenis lembaga pembiayaan 
dipersempit menjadi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, 
dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan perusahaan 
pembiayaan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
448/KMK.017/2000 dipersempit menjadi sewa guna usaha, anjak piutang, 
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usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Sedangkan sebelumnya 
dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 
kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan meliputi sewa guna 
usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha 
kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Kegiatan tersebut dapat juga 
dilakukan oleh bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana di 
cantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 
1988. 
Pada akhir 2011 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) sepakat untuk mendirikan lembaga yang independen yakni 
Otoritas Jasa keuangan (OJK). OJK dibentuk berdasarkan Undang-
Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang 
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap 
keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor 
perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti 
asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan 
lainnya. Dengan demikian tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan 
non-bank secara resmi beralih ke OJK yang sebelumnya tugas 
pengawasan tersebut dilaksanan oleh Bank Indonesia, Kementerian 
Keuangan dan BAPEPAM-LK. Untuk tugas pengawasan industri 
keuangan non bank dan pasar modal secara resmi beralih ke OJK pada 
tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan disektor perbankan 
beralih ke OJK pada taanggaal 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan 
mikro pada tahun 2015. 
Keberadaan lembaga OJK ini sekaligus merubah peraturan yang 
ada sebelumnya terkait perusahaan pembiayaan. Adapun OJK mengatur 
tentang perusahaan pembiayaan yang dituangkan dalam beberapa 
peraturan OJK dan Surat Edaran OJK. Peraturan tersebut adalah POJK 
Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Peusahaan 
Pembiayaan, SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Penerapan Tata 
Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, SEOJK 
Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan 
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Pembiayaan, dan SEOJK Nomor 1/SEOJK.05/2016 tenang Tingkat 
Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan. Adapun Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 
Perusahaan Pembiayaan juga sekaligus menggantikan PMK No. 84 Tahun 
2006, meskipun tidak banyak yang berbeda. Salah satunya batas 
kepemilikan asing di perusahaan pembiayaan baik langsung maupun tidak 
langsung dibatasi sebesar 85% oleh POJK.  
OJK pada saat ini mengeluarkan Rancangan Peraturan Nomor 5 
Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan 
sebagai upaya penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor 
29/POJK.05/2014.
9
 Dalam rancangan tersebut terdapat 6 (enam) poin 
yang akan disesuaikan ataupun ditambah. 
Anjak piutang juga berkembang dengan terdapat anjak piutang 
yang memakai prinsip syariah. Anjak piutang syariah dimulai sekitar 
tahun 2008 yang ditandai dengan peraturan dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. 
Anjak piutang syariah sama saja dengan anjak piutang konvensional 
hanya saja dalam penerapannya anjak piutang syariah harus sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah islam. Perjanjian yang digunakan yakni akad 
Wakalah bil Ujrah yang berarti pelimpiahan kuasa oleh satu pihak kepada 
pihak lain.
10
 Selain akad Wakalah bil Ujrah, terdapat akad Qardh yakni 
akad yang menyatakan bahwa pihak perusahaan anjak piutang akan 
memberikan dana talangan kepada pihak yang memiliki piutang. Dalam 
anjak piutang syariah besaran imbalan atas penggunaaan jasa harus atas 
dasar kesepakatan pada saat akad atau pembuatan perjanjian yang 
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase yang 
dihitung dari pokok piutang. Namun, antara akad Wakalah bil Ujrah dan 
akad Qardh tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta’alluq). 
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Selain itu kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dalam 
pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI 
(DSN-MUI) yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 
masing-masing perusahaan pembiayaan syariah. Dewan Pengawas 
Syariah yang terdiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota. Anggota Dewan 
Pengawas Syariah ini diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas 
rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. DPS ini memiliki tugas 
memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi, mengawasi aspek 
syariah kegiatan operasional perusahaan pembiayaan dan sebagai 
mediator antara perusahaan pembiayaan dan sebagai mediator antara 
perusahaan pembiayaan dengan DSN-MUI.  
Maka dapat diketahui dari penjelasan di atas, bahwa kegiatan anjak 
piutang tidak diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-
undangan melainkan kegiatan anjak piutang diatur dalam peraturan 
tentang lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan. Meskipun 
demikian peraturan-peraturan tersebut hanya merupakan peraturan yang 
bersifat administratif dan prosedur, hal ini masih sangat kurang dalam 
mengatur mekanisme kegiatan anjak piutang yang secara rinci. Dalam hal 
ini dibutuhkan pengaturan terhadap praktek anjak piutang di Indonesia, 
agar anjak piutang dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang mudah, 
cepat, dan dapat membantu mengatasi masalah khususnya untuk 
perusahan-perusahan menengah ke bawah dalam bidang pengelolaan 
kredit, serta membuat praktek anjak piutang lebih baik. 
3.2 Faktor Penghambat Perkembangan Anjak Piutang Dilihat Dari 
Peraturan Yang Dikeluarkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan 
Lembaga perbankan masih menjadi idola bagi pelaku usaha dalam 
mengatasi masalah permodalan dan sumber dana. Pelaku usaha lebih 
memilih lembaga perbankan daripada lembaga pembiayaan sebagai salah 
satu alternatif untuk mengatasi masalah dana yang diperlukan. Padahal 
lembaga pembiayaan tidak berbeda jauh mekanismenya dengan lembaga 
perbankan, bahkan lembaga pembiayaan lebih fleksibel dan menarik 
daripada lembaga perbankan. Usaha anjak piutang juga berpotensi untuk 
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membantu perkembangan ekonomi melalui pembiayaan usaha kecil dan 
menengah (UKM) yang saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. 
Kegiatan anjak piutang juga bisa dikatakan alternatif pembiayaan yang 
menguntungkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana yang 
mendesak.  
Untuk wilayah Surakarta sendiri terdapat cukup banyak perusahaan 
pembiayaan yang berbentuk multifinance. Namun perusahaan 
pembiayaan ini masih saja kalah saing dengan keberadaan bank-bank 
yang ada. Perusahaan-perusahaan multifinance tersebut tidak hanya 
melakukan kegiatan anjak piutang saja melainkan juga terdapat kegiatan 
lainnya seperti, sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Hal ini 
sekaligus menjadi alasan anjak piutang kurang begitu populer di kalangan 
pelaku usaha. Banyak pelaku usaha mengira bahwa perusahaan 
pembiayaan tersebut hanya melakukan satu kegiatan pembiayaan seperti 
sewa guna usaha atau leasing, sehingga pelaku usaha dalam menghadapi 
masalah-masalah dana lebih memilih mengajukan permohonan pinjaman 
kredit kepada bank. Selain itu mekanisme dalam mengajukan permohonan 
pinjaman kredit kepada bank sudah tidak asing lagi bagi pelaku usaha dan 
menilai lebih mudah dibanding mekanisme pada anjak piutang. Selain itu 
pelaku usaha juga lebih memilih bank dalam mengatasi masalah 
permodalan karena pelaku usaha tidak ingin pihak ketiga ikut serta dalam 
kegiatan usahanya yang bisa saja pihak ketiga tersebut akan melakukan 
kejahatan. Dan banyak juga pelaku usaha yang menganggap perusahaan 
anjak piutang tersebut sama halnya dengan debt collector, hal tersebut 
memberikan reputasi yang kurang baik dan menjadi kurang diminati 
sebagai salah satu alternatif pembiayaan.   
Hambatan perkembangan anjak piutang juga dapat dilihat dari segi 
hukum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa anjak piutang sendiri 
masih belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang kegiatan 
anjak piutang. Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK 
mengenai perusahaan pembiayaan baik peraturan maupun surat edaran 
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masih terdapat aturan-aturan yang menghambat perusahaaan pembaiayaan 
dalaam menjalankan kegiatan anjak piutang.  
Sepertii salah satu perusahaan pembiayaan dengan inisial PT.AM 
yang berdiri pada Februari 1997, dimana pada awalnya bernama PT.NAM 
yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pada Desember 
2003 PT.NAM berubah nama menjadi PT.AM dan kedudukannya 
berpindah di Jakarta. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka 
mendukung pertumbuhan PT.AM untuk menjadi perusahaan pembiayaan 
dengan skala nasional. Hingga saat ini, PT.AM memiliki 8 (delapan) 
kantor cabang yang salah satunya berada di wilayah Surakarta.  
Perusahaan pembiayaan PT.AM menganggap bahwa terdapat surat 
edaran yang dikeluarkan oleh OJK mengenai laporan bulanan yakni 
SEOJK Nomor 3 Tahun 2016 menghambat perkembangan perusahaannya 
sendiri.
11
 Hal ini dianggap menghambat karena bagi perusahaan PT.AM 
pembuatan serta penyampaian laporan yang diatur dalam surat edaran 
tersebut tidak mudah dan berbelit-belit sehingga memberatkan dan 
membebani perusahaan. Selain itu, peraturan tentang penentuan 
keuntungan atau fee seharusnya ditiadakan, karena hal tersebut 
seharusnya merupakan kebijakan yang dibuat sendiri oleh perusahaan. 
Sedangkan dalam pembuatan perjanjian antara perusahaan pembiayaan 
dengan debitur juga ikut diatur oleh OJK sehingga dalam penyusunan 
perjanjian sangat tidak memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam 
membuat kesepakatan. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh OJK mengenai perusahaan pembiayaan, bagi perusahaan 
PT.AM terlalu banyak mencampuri kegiatan internal antara perusahaan 
pembiayaan dengan nasabah atau kliennya. Sehingga perusahaan 
pembiayaan tak dapat berkembang dengan membuat kebijakan-kebijakan 
sendiri dari perusahaan. 
Semenjak sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan 
diambil alih oleh OJK banyak perusahaan pembiayaan yang kurang setuju 
                                                          
11




dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Memang 
peraturan-peraturan yang dibuat oleh OJK sangat membatu dalam 
meminimalisir terjadinya kredit macet akan tetapi peraturan-peraturan 
yang dibuat sangat tidak fleksibel dan menghambat berkembangnya 
peusahaan dari peraturan-peraturan yang sebelumnya. OJK pun dalam 
aktivitas kegaiatannya juga akan melakukan pungutan pada pihak-pihak 
yang terlibat dalam jasa keuangan.
12
 Menurut perusahaan PT.AM 
pungutan tersebut sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan apabila sesuai 
dengan kemampuan dan tidak memberatkan perusahaan. Akan tetapi, 
dalam kegiatan pembiayaan tidak selalu banyak yang menggunakan jasa 
perusahaan pembiayaan ada masanya jasa pembiayaan tidak begitu 
diperlukan, hal ini berdampak tidak adanya dana dalam melaksanakan 
pungutan yang dilakukan oleh OJK. 
Hambatan-hambatan yang disebutkan di atas adalah hambatan 
yang dirasakan oleh perusahaan multifinance, hambatan yang merupakan 
penilaian dari perusahaan. Dimana setiap perusahaan hanya inginkan hal-
hal yang menguntungkan bagi usaha yang dijalankannnya. Namun, masih 
terdapat hambatan apabila dilihat dari pembuatan perjanjian anjak piutang 
sendiri. Dalam pembuatan perjanjian anjak piutang masih terpaku pada 
asas kebebasan berkontrakdalam KUHP yang dirasa masih belum bisa 
memberikan keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan bagi para pihak. 
Dikatakan demikian karena posisi factor lebih kuat dalam pembuatan 
perjanjian anjak piutang, banyak klausul-klausul yang dituangkan atas 
kehendak dari factor. Hal tersebut tidak lain dilakukan oleh factor karena 
tingkat kepercayaan factor kepada klien rendah, dan melindungi factor dari 
risiko kerugian usaha, seperti yang diketahui usaha anjak piutang sendiri 
usaha yang rentan risiko. Oelh karena itu, posisi antara factor dan klien 
belum ada kesimbangan dan diperlukannya juga keterbukaan antara para 
pihak agar sesama pihak dapat memahami kondisi masing-masing. Hal ini 
juga terkait dengan prinsip iktikad baik dan transaksi jujur.  
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Kegiatan anjak piutang meskipun diperlukan di Indonesia, tetapi 
dalam pengaturannya masih belum ditemukan peraturan secara khusus 
yang mengaturnya. Kegiatan anjak piutang masih mengikuti peraturan-
peraturan mengenai lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan. 
Pengertian anjak piutang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden 
Nomor 61 Tahun 1988 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 9 Tahun 2009, namun dalam peraturan ini mekanisme 
kegiatan anjak piutang belum dijelaskan secara rinci. Terdapat juga 
beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mengenai perusahaan pembiayaan memang masih sangat kurang dalam 
mengatur kegiatan anjak piutang karena dalam peraturan-peraturan 
tersebut hanya mengatur administrasi dan prosedur anjak piutang saja 
belum ada yang mengatur praktek kegiatan anjak piutang. Hal ini jugalah 
yang menghambat perkembangan kegiatan anjak piutang di Indonesia 
Selain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 
secara khusus tentang anjak piutang terdapat pula hambatan-hambatan 
perkembangan anjak piutang khususnya di Surakarta. Hambatan pertama 
yakni tidak adanya perusahaan yang khusus melakukan kegiatan anjak 
piutang, yang ada hanya perusahaan yang berbentuk multifinance. Hal 
inilah yang membuat kegiatan anjak piutang jarang diketahui oleh pelaku 
usaha, banyak pelaku usaha yang mengira bahwa perusahaan multifinance 
tersebut hanya melakukan kegiatan leasing saja dan tidak ada kegiatan 
pembiayaan lainnya, sehingga pelaku usaha lebih memilih mengajukan 
permohonan pinjaman kepada bank. 
Hambatan kedua, pelaku usaha dalam kegiatan perusahaanya tidak 
ingin diikut campuri oleh pihak ketiga, serta tidak sedikit yang 
menganggap bahwa perusahaan anjak piutang dianggap sama dengan debt 
collector. Sehingga perusahaan  anjak piutang mendapatkan reputasi yang 
kurang baik dan kurang diminati.  
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Hambatan ketiga dari segi hukum, terdapat peraturan-peraturan 
yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghambat 
berkembangnya perusahaan anjak piutang seperti peraturan laporan setiap 
bulannya, penentuan keuntungan atau fee, dan peraturan dalam 
pembuatan perjanjian. Peraturan-peraturan tersebut terlalu banyak yang 
mengatur mengenai hal internal, sehingga perusahaan tidak dapat dengan 
leluasa membuat kebijakan sendiri. Peraturan-peraturan dari OJK 
memang dapat meminimalisir adanya permasalahan kredit macet tetapi 
dalam peraturan-peraturan tersebut membebani kinerja anjak piutang.  
Selain hambatan yang dirasakan oleh perusahaan, terdapat 
hambatan apabila dilihat dalam pembuatan perjanjian anjak piutang. 
Pembuatan anjak piutang masih terpaku pada asas kebebasan berkontrak. 
Hal tersebut dirasa masih belum bisa memberikan keadilan, 
keseimbangan dan keterbukaan bagi para pihak. 
4.2 Saran 
Dengan adanya lembaga pembiayaan sebagai salah satu alternatif 
pembiayaan bagi pelaku usaha selain lembaga perbankan. Salah satu 
kegiatan lembaga pembiayaan yang menarik dan menguntungkan bagi 
pelaku usaha adalah kegiatan anjak piutang. Oleh karena itu, lebih baik 
apabila terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai praktek 
kegiatan anjak piutang untuk meningkatkan perkembangan anjak piutang, 
sehingga pelaku usaha juga dapat mengetahui terdapat lembaga pembiayan 
selain lembaga perbankan yang lebih menarik. Peraturan khusus tersebut 
bukan untuk mengekang perusahaan anjak piutang melaikan memberikan 
kepastian hukum dalam praktek kegiatan anjak piutang di Indonesia.   
Adapun peraturan yang mengenai perusahaan pembiayaan 
seharusnya dijadikan pedoman bagi perusahaan pembiayaan dalam 
melakukan kegiatannya perturan-peraturan yang lebih fleksibel dan dapat 
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